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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang  

 

Pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan yang luas kepada 

pemerintah daerah untuk mengelola anggaran daerah dengan membatasi partisipasi 

pemerintah pusat. Pemerintah pusat dibagi menjadi dua sisi: eksekutif dan legislatif, 

masing-masing diwakili oleh tim anggaran atau komite. Penyusunan APBD diawali 

dengan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang keseluruhan kebijakan 

APBD sebagai anggaran utama yang akan menjadi pedoman bagi anggaran 

pendapatan dan belanja modal. Kekuasaan eksekutif menyusun RUU APBD sejalan 

dengan kebijakan dan prioritas APBD yang menyeluruh, yang kemudian dikirim ke 

pembuat undang-undang untuk disetujui sebelum menjadi Peraturan Daerah 

(Perda). Anggaran dana perimbangan dan belanja modal serta belanja-belanja lain 

yang termasuk ke dalam pengeluaran. 

 Belanja modal dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah terhadap sarana 

dan prasarana untuk menjamin kelancaran kewajiban pemerintah dan fasilitas 

umum. Akibatnya, pemerintah daerah mengubah bauran belanja untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Belanja daerah digunakan untuk belanja 

rutin dan sebagian besar tidak efektif. APBD yang berupaya untuk memperluas aset 

tetap menyalurkan pendanaan melalui pemerintah daerah dalam bentuk anggaran 

belanja modal. Belanja modal dirancang untuk memenuhi kebutuhan daerah seperti 

infrastruktur dan pelayanan publik, serta untuk menjamin tanggung jawab 
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pemerintah daerah dilaksanakan secara efisien. Pemerintah daerah terlebih dahulu 

merancang alokasi dan realisasi APBD, kemudian baru akan mulai untuk 

mewujudkan pelayanan publik bagi masyarakat daerah tersebut. 

 

 

    Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (diakses 22 Maret 2020) 

Gambar 1. 1 Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020 

(Rupiah) 

 Gambar 1.1 menunjukan belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan 

mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016-2020 belanja modal Provinsi Sumatera 

Selatan mengalami kenaikan secara terus menerus. Belanja modal meningkat 

sebesar Rp. 769.641.751.678 pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. 

Peningkatan tersebut diharapkan akan menstimulasi perekonomian melalui 

kegiatan perekonomian yang produktif, yang dapat meningkatkan penerimaan 

daerah di Provinsi Sumatera Selatan. 

Belanja daerah, termasuk belanja modal, dibiayai dari Dana Alokasi Umum 

dan dilaporkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Dana Alokasi Umum ini menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan 

 -

 200000000000.0

 400000000000.0

 600000000000.0

 800000000000.0

 1000000000000.0

 1200000000000.0

 1400000000000.0

 1600000000000.0

 1800000000000.0

2016 2017 2018 2019 2020

Data Belanja Modal Sumatera Selatan 2016-2020



  

3 

 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah diperbolehkan 

menyalurkan Dana Alokasi Umum untuk mendanai Belanja Modal di daerahnya 

sebagai hasil transfer dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum. DBH berperan 

sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah (fiscal equalization) dari pajak 

yang dibagihasilkan. DAU berfungsi sebagai pemerataan fiskal antar daerah di 

Indonesia (Saragih, 2013). Selain ketiga tugas tersebut, penggunaan dana tersebut 

sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan uang 

tersebut secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam masa 

desentralisasi fiskal, diharapkan potensi pendanaan belanja daerah sebagai sumber 

pendapatan daerah meningkat dalam rangka pelayanan berbagai sektor, khususnya 

sektor publik. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, desentralisasi fiskal untuk 

perimbangan keuangan berupa dana perimbangan dari pendapatan APBN yang 

disalurkan ke daerah untuk mendukung kebutuhan daerah. Setiap bentuk dana 

perimbangan memiliki tujuan yang berbeda. 
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Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (diakses 22 Maret 2020) 

Gambar 1. 2 Dana Perimbangan Sumatera Selatan Tahun 2016-2020 

(Rupiah) 

 

Menurut Gambar 1.2 pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020 dana 

perimbangan terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang 

mengalami fluktuatif. Dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 

3.006.705.019.329 dari tahun 2016 dan 2018. Dana perimbangan yang 

didistribusikan berdasarkan potensi masing-masing daerah, menyiratkan bahwa 

daerah yang satu tidak sama dengan daerah yang lain. Semakin besar potensi suatu 

daerah, semakin besar pula dana perimbangan yang disisihkan untuk menutupi 

pengeluarannya. 

Selain dana perimbangan, Kemiskinan adalah salah satu kesulitan 

pembangunan yang terkait dengan pengangguran dan kesenjangan ketiga. 

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 

makanan dasar karena kendala keuangan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, 
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dibutuhkan kebijakan dan strategi yang tepat, sehingga akan lebih efektif dalam 

menurunkan tingkat kemiskinan.  

Indonesia mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1997, kemiskinan telah 

menjadi isu utama dalam pertumbuhan Indonesia. Kemiskinan lebih disorot karena 

dampak buruk krisis ekonomi telah sangat meningkatkan jumlah orang miskin. 

Kemiskinan telah menjadi perhatian nasional di Indonesia, dimana bahkan 

pemerintah sedang fokus untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan di 

Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah mendasar dan mendesak dalam 

pembangunan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, khususnya 

Indonesia. Meskipun kepadatan penduduk Indonesia tinggi, tingkat kemiskinan 

negara ini tetap tinggi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.  

Kabupaten/Kota 

dan Provinsi 

Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan 

2017 2018 2019 

Ogan Komering Ulu 12.95 12.61 12.77 

Ogan Komering Ilir 15.75 15.28 15.01 

Muara Enim 13.19 12.56 12.41 

Lahat 16.81 16.15 15.92 

Musi Rawas 14.24 13.76 13.37 

Musi Banyuasin 16.75 16.52 16.41 

Banyuasin 11.47 11.32 11.33 

Ogan Komering Ulu 

Selatan 
10.98 10.64 10.53 

Ogan Komering Ulu 

Timur 
11 10.57 10.43 

Ogan Ilir 13.58 13.19 13.31 

Empat Lawang 12.44 12.25 12.3 

Penungkal Abab 

Lematang Ilir 
14.53 13.81 13.47 

Musi Rawas Utara 19.49 19.12 19.12 
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Palembang 11.4 10.95 10.9 

Prabumulih 11.42 11.39 11.61 

Pagar Alam 8.89 8.77 8.9 

Lubuk Linggau 13.12 13.02 12.95 

Sumatera Selatan 13.19 12.8 12.71 

Sumber: BPS Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 

 
Tabel 1. 1 Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2017-2019 (dalam persen) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 pada tahun 2017, Provinsi Sumatera Selatan 

memiliki persentase penduduk miskin yang relatif tinggi, tepatnya 13,19 persen. 

Proporsi penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan 

pada tahun 2018-2019. Musi Rawas Utara memiliki persentase penduduk miskin 

terbesar pada 2017-2019, sebesar 19 persen, diikuti oleh Musi Banyuasin, sebesar 

16 persen. Kemiskinan adalah keadaan absolut dan relatif di mana seorang individu 

atau kelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar mereka sesuai dengan cita-cita atau norma masyarakat tertentu 

karena faktor lingkungan, budaya, dan struktural. Kemiskinan akan memberikan 

dampak negatif terhadap belanja modal, karena menghambat proses pembangunan 

daerah. Hal ini berarti belanja modal lebih banyak dialokasikan untuk mengatasi 

kemiskinan.  

Fenomena yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah di Indonesia tidak 

terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan di bidang keuangan adalah 

kurang efisiennya dalam menggunakan Dana Perimbangan yang akan digunakan 

untuk Belanja Modal daerah. Dana perimbangan yang besar tersebut dapat 

digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk 
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melaksanakan pembangunan melalui belanja modal. Namun belanja modal yang 

dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih 

relatif kecil, meskipun dana perimbangannya besar. Melihat femomena tersebut, 

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan segera memikirkan dan 

betindak dalam menggali potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

Pemerintah daerah harus dapat menggunakan Dana Perimbangan seefektif mungkin 

agar belanja modal daerah dapat produktif dan tepat waktu dan bisa mengurangi 

angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengeruh 

perimbangan uang dan kemiskinan terhadap belanja modal, berdasarkan konteks di 

atas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

dana perimbangan dan kemiskinan terhadap belanja modal kabupaten/kota di 

Sumatera Selatan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai beruikut: 

1. Apakah dana perimbangan bepengaruh terhadap peningkatan belanja modal 

daerah Kabupaten/Kota di  Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Apakah kemiskinan bepengaruh terhadap peningkatan belanja modal 

daerah Kabupaten/Kota di  Provinsi Sumatera Selatan? 

3. Apakah dana perimbangan dan kemiskinan bepengaruh terhadap 

peningkatan belanja modal daerah Kabupaten/Kota di  Provinsi Sumatera 

Selatan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

         Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap peningkatan 

belanja modal daerah Kabupaten/Kota di  Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap peningkatan belanja 

modal daerah Kabupaten/Kota di  Provinsi Sumatera Selatan? 

3. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan dan kemiskinan terhadap 

peningkatan belanja modal daerah Kabupaten/Kota di  Provinsi Sumatera 

Selatan? 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Memberikan manfaat teoritis serta sumbangan informasi praktis dan 

penting bagi Indonesia dalam mengevaluasi seberapa besar pengaruh dana 

perimbangan, dan kemiskinan terhadap peningkatan belanja modal masyarakat 

daerah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan keuangan 

daerah, khususnya terkait dengan anggaran belanja modal yang dikelola 

oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah 

untuk kepentingan umum. 

 



  

9 

 

2) Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

khususnya Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan untuk 

mengidentifikasi langkah dan strategi yang tepat, khususnya dalam rangka 

mendorong belanja modal daerah agar dapat bersaing dengan daerah lain. 
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